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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUBAN WALIKOTA SURABAYA
ROMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH

 WALIKOTA BURABAYA,

bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban
Tempat ibadah di Kota Surabaya serta untuk
meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
tentang Izin Tempat Ibadah, dipandang perlu untuk
meninjau kembali Keputusan Walikota Surabaya Nomor
41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Tempat Ibadah di Wilayah XKota Surabaya.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Komor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negerl Nomor 01/BER/MAG~MDN/196% tentang
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam
Menjamin Xetertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-
pemeluknya;

4, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun
2001 . tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota
Surabaya ;

MEMUTUSEAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PRMBERIAN IZIN TEMPAT IBADAH .

BAB I
KRTENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota
Surabaya;

2. Kepala Daorah, adalah Walikota Surabaya ;



(1)

(2)

. Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat,

adalah Badan XKesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya ;

. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota

Surabaya;

. Dinas - Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota

Surabaya ;

. Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan

permohonan 1zin Tempat ibadah ;

. Izin, adalah 1Izin yang diberikan oleh Kepala

Daerah ;

BAB II
PERBYARATAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 2

Setiap orang atau badan vyang akan membangun
atau @menggunakan bangunan untuk tempat ihadah
harus memperoleh 1izin tempat ibadah dari
Kepala Daerah ;

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Daerah yang
dilengkapi persyaratan sebagail berikut :

" a., Proposal rencana persyaratan bangunan untuk

Tempat Ibadah disertal dengan  susunan
Panitia/Pengurus ;

h. Surat Keterangan tentang status tanah dari
pejabat yang berwanang ;

c. Pernyataan persetujuan dari tatangga
yang herbatasan dengan lokasi vyang diketahui
oleh RT/RW dan Lurah setempat ;

4. Gambar Rencana Bangunan.

e. Gambar letak lokasi kegiatan ibadah vyang
dimohon dari Dinas Tata Kota Daerah ;

f. Surat Izin Mendirikan Bangunan {(IMB) ;

{31) Pearmohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan melalui Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat ;

BA‘B III. L B I
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(5)
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BAB III1

BERTUK DAN PENANDATANGANAN
IZIR TEMPAT IBADAH

PFasal 3
Izin Tempat Ibadah berbentuk Surat Izin ;
Kepala Daerah melimpahkan kewenangan penanda-
tanganan Surat Izin dimaksud pada ayat (1)
kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat ;

Bentuk Naskah Surat Izin serta pejabhat yang

‘diberl wewenang untuk menandatangani Surat Izin

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini ;

BAB 1V
PRNYELESAIAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 4

Berkas permohcnan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (2) diterima oleh Xepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
untuk diteliti kelengkapannya ;

Apabila berkas permchonan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 Ayat {2) persyaratannya Xurang
lengkap maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat mengirimkan kembali
barkas permohonan dimaksud kepada pamohon
disertai dengan penjelasan tentang kekurangan-
nya ;

Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) persyvaratannya sudah lengkap,
maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat menyampaikan barkas
permchonan dimaksud kepada Tim Pertimbangan
Izin Tempat untukX diadakan penselitian baik
gecara administrasi maupun teknis 41 lapangan
terhadap permohonan dimaksud dan masing-masing
anggota memberikan saran pertimbangan sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dam Perlindungan
Masyarakat berdasarkan pertimbangan darl Tim
Pertimbangan 1Izin Tempat Ibadah menylapkan
konsep pemberian Izin ;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat menandatanganl Surat Izin Tempat
Ibadah dan menyampaikan kepada pemohon.



BAB V
TIM PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT IBADAH

Pasal 5

(1) Tim Pertimbangan Pemberian Izin Tempat Ibadah
akan diatur dengan Xeputusan Kepala Daerah ;

{2) Pelaksanaan tugas Tim ssbagaimana dimaksud pada
avat (1) dikoordinasikan oleh BRadan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengadakan rapat untuk membahas permohonan Izin
Tempat Ibadah satu kali dalam satu bulan atau
menurut kebutuhan .

Pasal 6

Titik Berat Tugas Tim Pertimbangan Izin
Tempat Ibadah adalah :

a. Pertimbangan mengenai lokasi tempat Ibadah ;

b. Partimbangan mengenal kondigi lingkungan tempat
Ibadah ;

¢. Pertimbangan mengenai status tanah ;

d. Pertimbangan lain yang diperlukan .

BAB VI
RETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

{1) Dalam Jjangka waktu &6 (enam) bulan setelah
memperoleh 1Izin, Pemohon wajib mengurus 1Izin
Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku ;

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemohon tidak mengurus Izin
Mendirikan Bangunan maka Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengeluarkan
Surat Peringatan I,1I1 dan I1I1 kepada pemohon
dangan tenggang waktu masing-masing selama 6
(enam} hari kerja setelah mendapat laporan
tertulis dari Kepala Dinas Bangunan ;

[3) Apabila setelah tegang waktu Surat Peringatan
III terlampaui pemohon tidak juga mengurus Izin
Mendirikan Bangunan maka Izin vyang dikeluarkan
dinvatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIT ...
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BABR VII
KETENTUAR PENUTUP

Pasal 8

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2001 tanggal
17 Beptember 2001 tentang Tata Cara Pemberian
Izi? Tempat Ibadah, dinvatakan tidak berlaku
lagi ;

{2) Keputuahn ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juyt) 2002

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO
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Lampiran Xepulusan Wailkota Surabaya

Nomer

Tanggal

: 30 Tahun 2002

PEMERNT AH KOTA BURARAYA
BADAM M EBATUAN BANGHA DAN PERLIMDUNGAN MASTYARAKAT
KOTA SURARAYA
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